PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jin. Piere Tendean Kel. Sagerat Kec. Matuari Kota Bitung www.dpmptsp.bitungkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR : 570/SK-DPMPTSP/25/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait
dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dan
dalam rangka mewujudkan sistem = penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-
hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara
maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan
masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,
maka perlu ditetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan menyebutkan Setiap penyelenggara Pelayanan
Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar
Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan
ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan
Pada Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bitung.

9. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan
Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun
2024 Nomor 4);

10. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah.

11. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG.

Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bitung.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau dan terukur.



KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, meliputi :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

persetujuan bangunan gedung sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan ini;

sertifikat layak fungsi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan ini;

izin trayek umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IIT Keputusan ini;

izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;

izin praktek dokter umum sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Keputusan ini;

izin praktek dokter spesialis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI Keputusan ini;

izin praktek dokter gigi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII Keputusan ini;

izin praktek perawat sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII Keputusan ini;

izin praktek bidan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IX Keputusan ini;

izin praktek apoteker sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X Keputusan ini;

izin praktek perekam medis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI Keputusan ini;

izin praktik penata anastesi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII Keputusan ini;

izin kerja tenaga teknis kefarmasian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan ini;

izin kerja tenaga sanitarian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIV Keputusan ini;

izin praktik ahli teknologi laboraturium medik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XV Keputusan ini;

izin praktik tenaga fisioterapi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVI Keputusan ini;

izin kerja tenaga radiografer sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVII Keputusan ini;

surat terdaftar penyehat tradisional sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVIII Keputusan ini;

izin praktek tenaga gizi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX Keputusan ini;

izin praktek akupuntur sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XX Keputusan ini;

izin praktek tenaga herbalis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXI Keputusan ini;

izin kerja tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXII Keputusan ini;

izin praktek terapis gigi dan mulut sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIII Keputusan ini;

izin kerja teknisi pelayanan darah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXIV Keputusan ini;
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KEEMPAT

KELIMA

25.

26.

27.

28.

29.

30.

izin praktek promotor kesehatan masyarakat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXV Keputusan ini;

izin praktek tenaga teknis elektromedis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVI Keputusan ini;

izin kerja refraksionis optisien sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XXVII Keputusan ini;

izin oprasional pusat kesehatan masyarakat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XXVIII Keputusan ini;

izin oprasional rumah sakit sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXIX Keputusan ini;

izin oprasional klinik sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXX Keputusan ini;

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan
oleh Pegawai atau Petugas yang melakukan pelayanan perizinan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 01 Juli 2026

KEPALA DINAS PENZ

AMAN MODAL

(KOTABITUNG |

JEANNEP KAN ESTHER SONDAKH



LAMPIRAN | . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 /VI11/2026
TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DASAR HUKUM

vkhwneE

UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
7. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);
8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
PERSYARATAN
- Pemohon bertanggung jawab untuk melengkapi data dan dokumen teknis permohonan yang tersedia
pada SIMBG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Kepala
. . Kepala
No. Uraian Pemohon | Operator | Bidang/ Dinas Output Keterangan
Pengawas
T [ Pemohon T Perlengkapan
- Melakukan Perndaftaran Akun i | Standar Teknis
- Melengkapi data diri Dimungkingkan -
- Melakukan pendaftaran PBG S ) :
Tidak dimungkingkan
G Tidak
"1 Tidak lengkap Memenuhi
2 | Dinas Teknis (Perkimtan) - Perlengkapan | 25 hari
A Standar kerja
- Operator a : .
. i : Teknis
o Pemeriksaan kelengkapan <> : hi
dokumen : - Perhitungan
Lengkap Retribusi

Pengawas | X :
P 3

e Penjadwalan konsultasi
e Penugasan TPA/TPT Memenuhi
e Perhitungan Retribusi

Kepala Dinas
e Penetapan Retribusi dan Surat
Pemenuhan Standar Teknis

G

A

L




Kepala Kepala
No. Uraian Pemohon | Operator | Bidang/ DiI:as Output Keterangan
Pengawas
3 | Dinas Perizinan (DPMPTSP) 3 hari kerja
- Operator Surat Ketetapan
e Membuat dan Menyampaikan Retribusi Daerah
SKRD (SKRD)
) Bukti
l J© Pembayaran
- Kepala Bidang/Pengawas :L l
o Verifikasi Bukti Pembayaran
- Kepala Dinas =l '
e Penerbitan PBG |
P Persetujuan
_ Bangunan
Gedung (PBG)
JANGKA WAKTU PELAYANAN
28 hari
BIAYA
LLt X (Ilo X SHST) X It X Ibg
LLt = Luas Total Lantai
llo = Indeks Lokasi
SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi
It = Indeks Terintegrasi
Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun
PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH REFUBLIK INDONESIA
PERSETUIUAN BANGUNAN GEDUNG

NOMOR: SK-PHG-71725-0081 2024503

Memhacs

Vicalmbang

Vengugat

Memperhankan

a0 Dua Pertinabun Kota
Descaber 2023

Peritul

Menstapksa

Pach Tingal

1s. PINGKAN SONDAKH, MAP
NIP. [%5901U8 199603200




SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahami tupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stake holder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA
- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

ADU SATU PINTU

O(l&g‘ Y

JEANNE P KAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN I . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 /VI11/2026
TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT LAYAK FUNGSI

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT LAYAK FUNGSI

DASAR HUKUM

UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

7. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung
Tahun 2024 Nomor 4);

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

9. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan

Perizinzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

LAl L

PERSYARATAN
- Pemohon bertanggung jawab untuk melengkapi data dan dokumen teknis permohonan yang tersedia
pada SIMBG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Kepala Bidang /
No. Uraian Pemohon Operator Kepala Dinas Output Keterangan
Pengawas
1 Pemohon e Perlengkapan Standar
Tidak sesuai PBG H i
- Melakukan Perndaftaran Akun H Teknis
- Melengkapi data diri
Diperbaiki
- Melakukan pendaftaran PBG
Tidak lengkap
2 Dinas Teknis (Perkimtan) E E 25 hari kerja
- Operator >
e Pemeriksaan kelengkapan dokumen
- Pengawas \ 4 E
o Penugasan Penilik Lengkap _<> - Inspeksi Penilik
- Kepala Dinas
o Validasi Hasil Inspeksi - Hasil Inspeksi

3 Dinas Perizinan (DPMPTSP)

- Kepala Dinas

U

* Penerbitan SLF - Penerbitan Sertifikat

Laik Fungsi (SLF)

.




BANGUNAN EKSISTING

: Kepala Bidang Kepala
No. Uraian Pemohon | Operator / Pengawas Dinas Output Keterangan
1 | Pemohon Perlengkapan
- Melakukan Perndaftaran Akun Tidak lengkap Standar Teknis
- Melengkapi data diri :
- Melakukan pendaftaran PBG
2 | Dinas Teknis (Perkimtan) - Perlengkapan | 25 hari
Standar kerja
- Operator > .
. Teknis
e Pemeriksaan kelengkapan
dokumen
Sesuai
- Pengawas
. . Lengkap
e Penjadwalan konsultasi
* Penugasan TPA/TPT j, Jdaksesuai/Lalk o]
hd Perhitungan Retribusi Bila Bangunan Gedung tidak memiliki PBG
- Perhitungan
retribusi
- Kepala Dinas v
e Penetapan Retribusi dan Surat of
Pemenuhan Standar Teknis \
3 | Dinas Perizinan (DPMPTSP) 3 hari kerja
- Operator Surat Ketetapan
e Membuat dan Menyampaikan l l< ..................................... Retribusi Daerah
SKRD (SKRD)
Bukti
> pr—
l Jo Pembayaran
- Kepala Bidang/Pengawas | l
o Verifikasi Bukti Pembayaran
A 4
- Kepala Dinas of j
>
e Penerbitan PBG (-
‘< Persetujuan
Bangunan
Gedung (PBG)
PERPANJANGAN
Kepala Bidang /
No. Uraian Pemohon Operator Kepala Dinas Output Keterangan
Pengawas
1 Pemohon e . Perlengkapan Standar
Melakukan Perndaftaran Akun - : Teknis
Melengkapi data diri . >I l Tidak {engkap
Melakukan pendaftaran PBG E
2 Dinas Teknis (Perkimtan) Perlengkapan Standar 25 hari kerja
Operator Teknis
e Pemeriksaan kelengkapan dokumen >
Pengawas
* Penjadwalan konsultasi
e Penugasan TPA/TPT Lengkap Sesuai
e PerhitunganRetribusi s e
Tidak sesuai / Laik
Kepala Di
epala Dinas "
e Penetapan Retribusi dan Surat Pemenuhan Standar l j
Teknis
3 Dinas Perizinan (DPMPTSP) 3 hari kerja
A 4
Kepala Dinas f— l Persetujuan Bangunan
e Penerbitan PBG Gedung (PBG)
| !f I




JANGKA WAKTU PELAYANAN

28 hari
BIAYA
LLt X (Ilo X SHST) X It X Ibg
LLt = Luas Total Lantai
llo = Indeks Lokasi
SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi
It = Indeks Terintegrasi
lbg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun
PRODUK LAYANAN
PEMERINTAH DAERAH L;&’

BITUNG

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK-SLF-717205-051020234
Berdasarkan Surat Pesr s3an Kelalkan Fungs) Bangunan Gedung
40 Tanggal : 0% Oktober 2023

mern
Nama Bangunan Gedung
F s ‘
Fungs Bangunan Gedung
Fungsi Usaha
Kusilhas Bergunan Gedurs

Nomer PBO
SKPBG-7 1720822020224
Narna Femiik Sangurian Gedung

& 1

Lonasl Banganan Cedang
Kot Tanjung Meesh Koc. Matunrl, KelDoss Yanjung Mersh, Kec. Matuari, Kots Bitung, Prov
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI e
Sebagal
Nomor :SK-SLF-717205-05102023- Gl
Prasarana Orang
) Semua Gangan berpitah sectrkat
PROVINSI : SULAWESI UTARA yang marapat SRR R i vcpiaarian
KABUPATEN/KOTA : KOTA BITUNG Sertifikat Lalk Fungs! Ini beelaku sslms 5 tahun sejak diterbitkan
KECAMATAN : MATUARI .
= sh0] DITETAPKAN DI :KOTA BITUNG
DESA/KELURAHAN  : TANJUNG MERAH ; ; PADA TANGGAL : 05 Oktober 2023
R ATAS NAMA WALIKOTA BITUNG
s ﬁ KEPALA DINAS PERUMAMAN RAKYAT,
! 5 ;4 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN = ﬁ PERTANAHAN KOTA BITUNG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - .
NIP. § v

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahami tupoksi
- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

MAN MODAL
ADU SATU PINTU

Q(hp‘ Y
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LAMPIRAN Il . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 /VI11/2026
TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN
TRAYEK

STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK

DASAR HUKUM
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

Di Jalan Dengan Angkutan Umum

5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung
Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon
Scan STNK

Scan Rekomendasi Dinas Perhubungan

Scan Izin Lama (perpanjangan)
Scan Surat Permohonan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

Pejabat Ki I Ket.
No. vralan Pemohon Oiglfr-llilm Fungsional Bidang Dinas Output
1 |Pemohon
- Mendaftar/Reqgistrasi Akun Pemohon Aplikasl SICANTIK Cloud
- Permchonan Jenis Izin
- Mengungah Persyaratan
T
!
2 |OPD/Tim Teknis H —
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan :
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas Bl
Tidak Lengkap
Lengkap
—

Pejabal Fungsional Felayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandir)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5. Fiars Tandeen K. Sageifs. Matias Wots IRng SEEOTweF i (404 17

IZIN TRAYEK ANGKUTAN DALAM KOTA DAN ANGKUTAN PERBATASAN
0072/1T/DPMPTSP/VIII/2025

Kabupaten/®ota Dalam Propinsi Dan Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi Di Sulawesi Utara

P

Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Kota Bitung;
Peraturan Daerah Kota Biung Nomor & Tahun 2011 Tentang Refribusi Penzinan Tertentu

a

Dalam Kota Biung

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung Memberikan |zin Kepada :

Mama : DEMETRIUS LARIWU

Alamat o KELURAHAN GIRIAN PERMAI LINGKUNGAN (Il RT. 006
KECAMATAN GIRIAN
Maza Berlaku sampai ¢ 4 Desember 2028

Dengan Mempergunakan Mobil Bus Penumpang untuk menganghut penumpang trayek :
PUSAT KOTA - TERMINAL TANGKOKO - PP (KODE C1)

Untuk keperuan tersebut dipergunakan Mobd Bus/Mobd Penumpang Umum sebagai berkut :

Nomaor Polisi : DB 1056 CK Nomor Mesin 4G 16164260

Mo, Uji Kendaraan i DA003115353 Momor Chasis MHMUSWY 2EFKD03EE5
Merk Kendaraan i MITSUBISHI Daya Anghkut 10 ORG ! 80 KG BARANG
Tahun Pembuatan 205

Bitung, 1 Agustus 2025

EI%—'E{EI

Ir. PINGKAN SONDAKH, MAP
Nip. 196501051996032001

1. Keputusan Gubemur Sulawesi Utara Momeor 140 Tahun 2004 Tentang Jamngan Trayek Anghutan Perbatasan

Peraturan Daerah Kota Bitung Momor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dasrah Kota Bitung Nomor
12 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspekiorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga

4. Keputusan Walkota Bitung Momor 88 Tahun 2008 Tentang Penetapan Trayek Dan Rute Mobil Bus/Penumpang Umum

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahami tupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan

kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan

- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder




JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalamSetahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

MAN MODAL
ADU SATU PINTU

O(hp‘ %

JEANNEP KAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN [V KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 /VI11/2026

TANGGAL : 01JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL

STANDAR PELAYANAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DASAR HUKUM

E

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Permendag No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Permendag 20/M-DAG/PER/1/2014 tentang
Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung
Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan

Perizinzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Scan Rekomendasi Dinas Perdagangan
Scan Keterangan Fiskal Daerah (perpanjangan)

Scan Izin Lama (perpanjangan)
Scan Surat Penunjukan (distributor)

Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

No.

Uraian

Pemohon

OPD/ Tim jab

K I

Teknis Fungsicnal

Bidang

Dinas

Qutput

Ket.

Pemohon

- Mendaftar/Reqgistrasi Akun Pemohon
- Permchonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OFD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

dak Lengkap

Lengkap

Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OPD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandir)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
5 (Lima) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retreibusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG @fgg
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ;zgi@
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU bitting

o EissTealcaoticl Bmcnaticarmnahlani ol Dl 9650 TekuFas | 1436) 22665 wew mptic burdclacu el

SURAT IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
000TTPMBTRMPT SEAZIZ2
* Lindeneebiodena 1 Moo 20 Tebn 2008 Tastaras Esisk Daerch i b Dosesh

3. Femtaen Memsn Pl Hames, 30 12014 Tagiang 0 Fsogewesin Tabadis
Fanoedsen, Femaaren. dio Bemimal . b Rk VectEn

Eaiegangen bomer DM DAGPER M5
3 Pmandsg ho. 3 Taus 2070 weang FRoaben, HAROAT stas Bammnodng 20M-DAGPER 6. Smang Pangauses.
: Brvedari da Mirunn Ee
4 Faaann Db Wots Fikog Hemas 2 Tae 201 Tankang EShalen Hadus 4056 et tan Daseh 1ola Slug Heame, 12
AN 212 TA0G QUFRNGRE. 1) TSIR 109 (DRAKAR BACE EREISENAAL Pambsngunan Dsareh, |ATEACR TRE0S
Crerah o Lo L Hioka B
5 FemNens. 5 Taun 218 Tactan Reiin Frdaineg Tatemy

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
MEMBERIKAM [ZIN KEPADA :

Heama Fangusais.
Alamal Fanauzala.

Hlasifikasi Usaha e

Heama Pergaahazan
Alamat Penzsahaan

* e besokutze hans senke bkl beamenen. beimrdben den beheniien bk delom oesislenion, begining

2. [P0 ek 00RO SAKDC kReasa crang lan
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Bitung, 7 Januag 2022
Kengla Dimas

It Pl Songakil, MAP
HIP_196901081596032001

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahami tupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANAN TERP
KOTABITUNG |+ ||

MAN MODAL
DU SATU PINTU

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN V . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 /VI11/2026

TANGGAL : 01JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK DOKTER UMUM

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

No.

Uraian

K I

OPD/ Tim jab

Fel hon Teknis Fungsional

Bidang

Dinas

Qutput

Ket.

Pemohon

- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon
- Permchonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap
Lengkap

Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandir)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG s
()} DINAS PENANAMAN MODAL DAN TR
==~ __PELAYANAN TERPADU SATU PINTU _ ®lfung

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

nnnnn

Gerdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia MNomor 2
2052/MenkesPern?/2011 Izin Prakiik Dan Pelaksanaan Praklik Kedokleran, Rekomendasi
Kepala Dinas Kesehalan Kota Gilung Momaor izin_no_rekomendasi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

MEMEBERIKANM IZIN KEPADA -

nama

Tempat / Tanggal Lahir
Alamat :
Untuk Praktik

Mama Sarana Praktik
Alamat Tempat Praktik
Hari / Jam Praklik

Mo, STR

STR berlaku sampai

Swurat Izin Praktik Dokter ini berlaku sampai dengan

Bitung. tanggsl_bulan_tshun
phate Kepala Dinas,

tte nama
HIF

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahami tupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN'TERPADU SATU PINTU
KOTABITUNG [+




LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026
TANGGAL 01 JULI 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK DOKTER SPESIALIS

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS

DASAR HUKUM

ik wn e

Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor

Pintu.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah

3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

NoO.

uraian

OPD/Tim jab

pemohon Teknis Fungsional

Bidang

Dinas

output

Ket.

Pemchon

- Mendaftar/Reqgistrasi Akun Pemahaon
- Permchonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OFD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap
Lengkap

Fejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- WVerifikasi Izin

Kepala Bidang
- Penetapan 1zin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Serufikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
({Pemohon dapat mencetak secara mandiri)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG nfi?nf
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ‘,@&
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU bitung

45 Pire Terdeatibal Sy N Wt Ko Bt S8 TeF mn S| E1ST, s beumgbisa o

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS
oz

Berdesadan,  Perjuan  Menten  Kesehatan  Hepublk  Indonesia  Momar
2032 NenkesPer(2011 Jzin Frakfls Dan Pelpksanaan Ciahtis K&Lialgmu Rehomendasi
¥epala Dinas  Kesshatan Kola Biwg  Momer ©  Hizin.neekemendas)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
MEMBERIKAN IZIN KEPADA -

nama

Tempal / Tangosl Lahir
Hamat ;
Uiy Prabls

Mama Sarana Praktk -
Alamat Tampat Praktik,
Hei ( Jam Prakik

No. 5TR

STR berlaiu samaa]

Suret fein Pl Dokter Spesials ni bedehy sames dengan

Bitung. tangoalaulan.tabue
Kepala Dinas,

HIF.

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahami tupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN'TERPADU SATU PINTU
KOTABITUNG |+ ||




LAMPIRAN VII . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK DOKTER GIGI

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

- Scan KTP Pemohon

- Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

- Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

- Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

- Scan ljazah Terakhir

- Scan Pas Foto Warna (latar biru)

- Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
- Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

- Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

- Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

OPD/Tim jab Kepal
Teknis | Fungsional | Bidang Dinas

No. Uraian Pemohon Output

Ket.

1 |[Pemohon
- Mendzftar/Registrasi Akun Pemohon Aplikas! SICANT IK Cloud
- Permohonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

2 |[OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap

Lengkap

3 |Pejabal Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

3 |Kepala Bidang
- Penetapan Izin
—

4 |Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

5 |OFPD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri}




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 2%‘5'3:}\,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU bifung

L

IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
nedzn

Berdasarkan. Menteri  Kesshatan  Bepublk  Indonesia  blomee
Sib3enkesPer RO lgin Prhfik Dan Pflﬂ,kssnm Erahik, Kednkleran, Rebnmendasi
Kepala Cinas Kesshalan Kota Iomar oo ekomendasi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

MEMBERIKAN LZIN KEPADA, .
nama
Temgat ! Tanogal Lahir |
Alamat
Lk Brakiik
Mama Sarana Prakllk

Alamst Temnat Braktik
FHari ! Jam Prakjik
Mo. 5TR

STR barlaky sampal

Surat lgin Frakiik Dokter ini barlaky sampai dengan,

Biturg, lsnigaltulan.dabun
phota Kepala Dinas,

HIF.

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahami tupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukanverifikasi dan rapatdengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PEN?
DAN PELAYANAN TERP
KOTABITUNG ||

AMAN MODAL
DU SATU PINTU




KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK PERAWAT

LAMPIRAN VI

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK PERAWAT

DASAR HUKUM

vihwne

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

No.

Uraian

K I

OPD/ Tim jab

Fel hon Teknis Fungsional

Bidang

Dinas

Qutput

Ket.

Pemohon

- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon
- Permchonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap
Lengkap

Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandir)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak adabiaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG acilpe
DINAS PENANAMAN MODAL DAN BsS

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU l:u_fEmg

IZIN PRAKTIK PERAWAT

TR JEIR.

1 Beraivran Menteri Kesehatan Bepuhfk Indonesia Namars 17 Tahen 2013
TERsRng zin Dan Benys paAn Sranilk Bemwat Rebamsrsas) Bansls Dinas Kesehatan
Hota Bitung Mama

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
MEMBERIKAN IZIN KERADS
Dama
Teampat' Tanogal Lahir -
Alamat 3
Fendidikan
SamAnalaneal Braldl -
Alamat Tempat Crakis -
Mo. STR
STR berdabu samaai

Surat [zin Bkl SRt 7. basabi SA0RA danesa,

ing, (gl k. Sehus
phato EaRAlA. DInas.

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahamiaturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahami tupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksan adilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

DAN PELAYANAN TERP
{; OTA BITUNG *




LAMPIRAN [X . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK BIDAN

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK BIDAN

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

- Scan KTP Pemohon

- Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

- Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

- Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

- Scan ljazah Terakhir

- Scan Pas Foto Warna (latar biru)

- Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
- Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

- Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

- Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

OPD/Tim jab Kepal
Teknis | Fungsional | Bidang Dinas

No. Uraian Pemohon Output

Ket.

1 |[Pemohon
- Mendzftar/Registrasi Akun Pemohon Aplikas! SICANT IK Cloud
- Permohonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

2 |OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap

Lengkap

3 |Pejabal Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

3 |Kepala Bidang
- Penetapan 1zin
—

4 |Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

5 |oPD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri}




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG )

DINAS PENANAMAN MODAL DAN g@f&';%
_ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU kitung

u el e sttt G

IZIN PRAKTIK BIDAN
.

Marteri Kesehatan Bapublik Indonesia Homar. 23 Tabun 2017 tentano
Izin Brkth, Bidan j. Egoala Dinas Kasehstan Kots Bitung

KEPALA DINA S FENANAMAN MOTDAL DANPELAYANAN TERFADL SATU PINTU KOTA BTUNG

MEMBERIKAN IZIN KEPADA.

Surzt [zip, Erastis Bidan ini barake samkesi dEngan.

Bitung, mrgmalbuan, Shan
phots Kepala Dinaz,

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- PaktalntegritasuntuksemuaPegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN X . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK APOTEKER

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK APOTEKER

DASAR HUKUM

vihwne

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

No.

Uraian

K I

OPD/ Tim jab

Fel hon Teknis Fungsional

Bidang

Dinas

Qutput

Ket.

Pemohon

- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon
- Permchonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap
Lengkap

Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandir)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak adabiaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG alip
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Ao

ces

w

n

_ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  bi

] Teelp/ oo (04360 2234 351 yywww chrrgtag Bitynghstgn

IZIN PRAKTIK APOTEKER
1o,z

Berasarkan Persturan Pemerintan Mamer 31 Tahun 2016 tenlang Reqistasi lzin Brakgh dan
12in ¥erla Tenaga Kefanmasian, Rekemendas! Kepala Dinas Kesehatan Kota Biiung Nomar:
g fekomendas]

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FINTU KOTA BITUNG
MEMBERIKAN IZIN KEEANA

nama

Temeal/ Tanagal Lani
Aamat
Peniidikan
Sarana Temel Pkl
Asamal Temgal Eraklly,
Jalialan Sebagal
Ho. 3TR
STR bgriahy sampal
Surat I2in Bkl Apelekes ini berlaku sameal dengan,
Bitung. tanggal b L
HKenala Dinas,
phota
NIF

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahami tupoksi
- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkanakan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

DAN PELAYANAN\TERP
KOTABITUNG ||




LAMPIRAN XI . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK PEREKAM MEDIS

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIS

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

- Scan KTP Pemohon

- Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

- Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

- Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

- Scan ljazah Terakhir

- Scan Pas Foto Warna (latar biru)

- Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
- Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

- Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

- Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

- Ket.
OPD/Tim | Pejabat | Kepala Kepala output ©

wo. uraian Pemohon | "oy ic | fungsional | Bidang Dinas

1 |Pemochon
- Mendzftar/Registrasi Akun Pemohon Aplikasl SICANTIK Cloud
- Permchonan Jenis zn
- Mengungah Persyarztan

2 |OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

o e ———

Lengkap

3 |Pejabat Fungsional Pelayanan FPerizinan
- Verifikasi Izin
3 |Kepala Bidang
- PEﬂE[ﬂpﬁﬂ 1zin
—
4 |Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

5 |oPD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG ooz
(% DINAS PENANAMAN MODALDAN 225
</ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  bitiing

IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIK

nnnnnn

Berdasarkan Perafuran Menten Kesehalan Repablik indonesia Nomor - 55 tahun 2013 tenfang
Regislrasi dan Izin Praklik perekam medis, Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bilung
Nomor : na_peknmendas!

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KDOTA
BITUNG

MEMBERKAN IZIN KEPADA
nams

Tempat f Tanggal Labar -
Alamat i
Pendidikan ]
Saranalempat Prakilk
Alamat Tempat Praklic
Mo 5TR

STR barlaku sampai

Srat Izin ini Derlaku Bampai dangan
Bitung, targged_bulzn_tahun
photo Hepala Dinas,

te_nama
HIP.

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahami tupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder




JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

AMAN MODAL
DU SATU PINTU

O(h(:: Y

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XiIl . KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK PENATAANASTESI

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK PENATA ANASTESI

DASAR HUKUM

vk wnN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

NoO.

OPD/Tim jab. K

Teknis | fungsional | Bidang Dinas

uraian Pemohon output

Ket.

Pamaohon
- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon Aplikasl SICANTIK Cloud
- Permchonan Jenis I=in

- Mengunagah Persyaratan

OFD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

o pE————

idak Lengkap
Lengkap

Fejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- WVerifikasi Izin

Kepala Bidang
- Penetapan Izin
—

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandirr)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

' . PEMERINTAH KOTA BITUNG 'ﬁ"%—"'@'
3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN AR

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU bitung
Pars st s, S b, Moy s a5 T Fan 1438 2231251, poemabatabt ekt o

IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

Da.keln.
sarkan asatinan Menter Kasahatan Ragsthiik Indonesia B - 12 Tahy 1:53151&0;3.10,
fggn &%ﬁ&a&a&u&ﬁm Eanatz Ansstssl Bl -"'%Dmas ‘esehatan
Eata Bitung hlamer : i
KEPALA DIMAS FENANAMAK MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 2ATU PINTU KOTA BITUNG
MEMBERIKAN IZIN KEE&ADS —
DAma
Tempat! TanaaakLahic -
Aamat :
Lintuk Eraktis. ;
Marmna Sarana Brakik

Asmat Tempat Braktk
ari | Jzm :
Mo STR

STR beskabiul sl

Sarat lzp, Rrakiils Sasaten iRk barlabu samani derean

Hilling. ool tulao. ks
apala Dinge,

MR

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ

MAN MODAL
ADU SATU PINTU




LAMPIRAN XIll KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)
Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

No.

Uraian

Pemohon

OPD/ Tim jab

K I

Teknis | Fungsional

Bidang

Dinas

Qutput

Ket.

Femchon

- Mendzftar/Registrasi Akun Femohon
- Permohonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

o pm=————)

idak Lengkap

Lengkap

Fejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertfikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG actlp
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ﬁ;}g
i AN TERE DU SATL PN i

IZIN KER.JA TENAGA TEKNIS KEFARMA SIAN

nnnnnn

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor 21 Tahun 2016 tertang Registrasi izin Prakiik dan
Izin Kerja tenaga Ketarmasian, Kepala Dinag Kota Bitung Momer
no_rekomend asi

KEPALA DINAS PENANAMAN MOUAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

MEMEZRIFAN IZN KEPADS

nama

Tampat f Tanggal Lair
Alamat 3
Pendidikan ¥
Sarznalempat Prakbk  ©
Alamat Tempat Praki
Mo 5TR

STR beraku zampai

Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian inl beiaku sampai dengan
Bitung, tanggal_bulsr_tshun
Kepals DiRas,

MIF

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

JEANNEP KAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

KERJA TENAGA SANITARIAN

STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

DASAR HUKUM

e wN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon
Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir
Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)

Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

Uralan

OPD/ Tim jab

K I

Teknis | Fungsional

Bidang

Dinas

Output

Ket.

Pemohon

- Mendzftar/Registrasi Akun Femohon
- Permochonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

o pm=———

idak Lengkap

Lengkap

Fejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

(=

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertfikat Elektronik (BSrE)

OPD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandirr)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG asR
L DINAS PENANAMAN MODAL DAN R
=/ PELAYANAN TERPADU SATUPINTU _ i

s

IZIN KERJA TENAGA S5ANITARIAN

no_iizin

Berdasarkan Persturan Merferi Kesehsian Republik Indonesia Nomor - 32 Tshun 2013 Tentang lzin Keria
Tenaga Sanitarian. Rekemandasi Kepsla Dines Wasehatan Kots Bitung Memor - ne_rakerrandasi

KEFPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN FELAYANAN TERPADU 3ATU PINTU KOTA EITUNG

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

nama

Tampat / Targgsl Lahir
Alemat

Fendidikan

Sarane Tempat Prakiik
#lamat Tempat Praktik
No. STR

TR berlahu sampai
Surat lzin Prakdik ini berlaku sampai dengan
rhoto Bitung, tanggal_bulsn_tahun
Kepala Dina

tie nama
NP

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi
- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder




JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ

AMAN MODAL

JEANNEP KAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XV KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM
MEDIK

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATURIUM MEDIK

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)
Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

No.

Uraian

Pemohon

OPD/ Tim
Teknis

= h

K I

Fungsional

Bidang

Dinas

Qutput

Ket.

Pemachon

- Mendzftar/Registrasi Akun Femohon
- Permohonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

o pE=———

idak Lengkap

Lengkap

Pejabal Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG acfloep
s DINAS PENANAMAN MODAL DAN ,ﬁ{é&
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
e

bitung

e FasaTersemol O g aiac. M siom s St SEEACTulp s (043 222355,

SURAT AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Bewesakan Feraluan Vened Kesemalan Reputik Indonesie Nomor 42 Tahun 2015 Temang
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SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN




- Petugas Keamanan
- Alat Pemadam Kebakaran
- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA
- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
KOTABITUNG |+




LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTIK FISIOTERAPI

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon
Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir
Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)

Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

NoO.

uUraian Pemohon

Ki I

OPD/Tim jab
Teknis Fungsional

Bidang

Dinas

output

Ket.

Pemohon

- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon
- Permchonan Jenis Izn

- Mengungah Persyaratan

Aplikasi SICANTIK Cloud

OFD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan

- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidsk Lengkap

Lengkap

Fejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Serufikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandirl)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN
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SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

AMAN MODAL

JEANNE PJNGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

KERJATENAGA RADIOGRAFER

STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA TENAGA RADIOGRAFER

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

Uraian

K I

OPD/Tim Pejabat

Pemohon Teknis Fungsional

Bidang

Dinas

OQutput

Ket.

Pemohon

- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon
- Permohonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OFD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap

Lenekap

Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- verifikasi Izin

[E=

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OPD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandirl)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

~ PEMERINTAH KOTA BITUNG ﬁ‘!}@ﬂ
DINAS PENANAMAN MODALDAN  £376%
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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IZIN KERJA TENAGA RADIOGRAFER
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesenatan Repubi Indonesia Nomor @ 61 Tabun 2013 Tentang

rierjaan I A Kepaia Dinas tota Bitung
Maemor : ao_rekamendasi

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
MEMEERIKAN (DM KEFADA

nama

Temgat ! Tanggal Lahir
Alamat x
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SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANAN TERP
KOTABITUNG [+ |

AMAN MODAL
DU SATU PINTU




LAMPIRAN XVIII KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

SURAT TERDAFTAR PENYEHAT
TRADISIONAL

STANDAR PELAYANAN SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

DASAR HUKUM

Lk wWwN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)
Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

Uraian

Pemohon

OPD/Tim
Teknis

Ki I

Tfungsional

Bidang

Dinas

Qutput

Ket.

Pemachon

- Mendaftar/Registrasi Akun FPemohon
- Permohonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

dak Lengkap

Lengkap

Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertfikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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bitung

SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)

Berdazaskan Peraturan Menteri Kesehalan Republik Indenesia MNomor 81 Tahun 2016 Tertang
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Bahwa Kepsda

1 Nama

2  No KTP

3 Jenis Kelamin

4 Tempatanggal tahi
6 Agama

B  Kewarganegaman
7. Pekeqaan

B Pendidikan Formral
8 Nomor Telepon

10. Alamat Rumah

M. AlamatPraci

2. Cara Parwatan

13, Menggurakan Bahan

14, Adal yarg di gunakan

15 Hedaky sampai

Berdasarkan Rekomendasi dad Dinas Kesehalen Kofa Blung Momor @ dinyatakan telah terdaflar
satagal Peryeha Tradisiona! pada Dinas Kesehatan Kotz Bilung.

Suran Terdaftas Peryenal Tradsional (STPT) i harya sedacs di Kot Bilung selama 2 (dua) tahun
eajak tanggal cileroite an

x4 (Fanda Tangan Elsiironik)

h

B £
Hepala Dinos,
fo Zarcods OR
11 Jeans P.E Sondaih, MAS
NIF 1968 0108 199603 2 001

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang.

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANAN TERP
KOTABITUNG [+ |

AMAN MODAL
DU SATU PINTU




LAMPIRAN XIX : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK TENAGA GIZI

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK TENAGA GiZi

DASAR HUKUM

ik wnN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

- Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

No.

OPD/Tim jab. Kepal I output Ket.
Teknis | fungsional | Bidang Dinas utpu

Uraian Pemohon

Pemohon

- Mendzftar/Registrasi Akun Femohon Aplikasl SICANTIK Cloud
- Permochonan Jenis Izin
- Mengungah Persyaratan

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

o pE=———

idak Lengkap
Lengkap

Fejabat Fungsional Pelayanan Ferizinan

“Verithos 1an E:\

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri}




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG asflies
DINAS PENANAMAN MODAL DAN ga’l’m
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU bitung

50 P Taveaneat S0macec Mana Hoiea g HE56Tan o (0418 7241151, wsaw dorecrie Leghoiateit.

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGAGIZI
MNomor

Berdasarkan Peralran Merter Kesehatan Republic indonesia Nomot 26 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Pekeqaandan Prekiik Tenaga Gai, Rekomendasi Kepala Dines
Kesanzian Kota Biung Nomaor - Nomer

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

MEMBERIKAN 12N KEPADA .

Tempet / TarggalLahin  ©

Sirallzn Praktik G2 ini bertaky sampai oengan

KapaROinas,
Fou Bamade OR
(Tanda Tangan Elekyonk)

1. Joano P.E Sordakh MAP
NIP.1 5660108 199503 2 001

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi
- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder




JUMLAH PELAKSANA

- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang
JAMINAN PELAYANAN

- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

AMAN MODAL

JEANNE PINGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XX KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK AKUPUNTUR

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK AKUPUNTUR

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir
Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)
Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

Uraian

Pemohon

Ki I

OPD/Tim jab.
Teknis Fungsional

Bidang

Dinas

Qutput

Ket.

Pamohon

- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon
- Permohonan Jenis Izin

- Mengungah Persyarztan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

p—————

Lengkap

Fejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Serufikat Elektronik (BSrE)

OPD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Femohon dapat mencetak secara mandirl)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG ;5\’

DINAS PENANAMANMODALDAN ¢
PELAYANAN TERPADUSATU PINTU P49

Aol k. S o S, S L () RS, s

SURAT IZIN TENAGA AKUPUNTUR

Berdssarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor @ 10T6/NenkesSKIVIVZ00E
EriEng PEfyaERataran Faniohata ratisionsl Hakomendas Kefsls Hinas Kesehstar Rors Bitung
W A R AR R

IOMON - 3N _NO_rexomendas),

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

MEMBERIKAN IZINKEPADA, -

m.‘ TanggalLahir :
Jenis Praktik Pengobatan |-
Ne. TR

STR beriskusampai

Surat|zin Tenaga Axupuntur ini berlaku sampai dengan

Heooa ko graca) E'nLr-;.1ar-"a\ bulan tahun

Pas photo
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SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

AMAN MODAL

JEANNE PJNGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XXI : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK TENAGA HERBALIS

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK TENAGA HERBALIS

DASAR HUKUM

Lk wnN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

- Scan KTP Pemohon

- Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

- Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

- Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

- Scan ljazah Terakhir

- Scan Pas Foto Warna (latar biru)

- Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
- Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

- Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

- Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur
OPD/ Tim jab K L
Teknis Fungsional Bidang Dinas

No. Uraian Pemohon Output

Ket.

1 |Pemchon
- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon Aplikasl SICANTIK Cloud
- Permchonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

2 [OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap
Lengkap

3 |Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

3 |Kepala Bidang
- Penetapan Izin

4 |Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrg)

5 |oPD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

g 8¢
£0%
B %

> PEMERINTAH KOTA BITUNG
)'3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA HERBALIS

N = teanatairs e

Kesehwan Repubiik Indoneses Nomot ‘13 Tshin 2018 tenting
esehatan Tradisioma! Komplementsr, Rekomendas Kepala Dinas

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAVANAN TERPADU SATU PINTU KO TA BITUNG

MEMBERIKAN [ZIN KEPADA ¢

Tempen/ Tangzal Lalu
Alanes
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BRI, oo v s ot saiwise i
HKepaleDinas,

= Barcods OR
(Vanda Tangan Esokironik)

Ir. 2eene P.E Sondahb, MAP
NIP 1 9590108 199603 2 001

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN




- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA
- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ

AMAN MODAL




LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026
TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN
KERJA TENAGA KESEHATAN
MASYARAKAT

STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM

ik wn e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

- Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

HoO.

OPD/Tim Pejabat Kepala Kepala Ket.

Uraian Pemohon Teknis Fungsicnal | Bidang Dinas Output

Pamohon
- Mendaftar/Reqgistrasi Akun Pemohon Aplikasl SICANTIK Cloud
- Permchonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap
Lengkap

Pejabal Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

Kepala Bidang
- Penetapan Izin
—

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Pemohon dapat mencetak secara mandirt)

JANGKA WAKTU PELAYANAN




3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG %g(?y%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN R
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU bitiing

P Tarcsmed S e ks | iccs Cihung S534T T as (438 223132

SURAT [ZIN KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
No .. > BRSO

Eevasartan Unoangundan No. 35 Tahun 2014 entarg Tenags Kesehatan, Pemturan Menten
Kesehatan Reowblk Indonssia Tentang Penyelengnarsan Pehenaandan Prakiik Tenaga Kesehatan
Masyamkat, Rekomendasi Kepala Dinas Kesshatan Kotz Bitung Nomor @ ..o

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

WENBERIKAN I7IN KEPADA -

Tempal / Tanggall shir
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Fenciaian
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NIP.1 96301 08 199603 2 091

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN




- Petugas Keamanan
- Alat Pemadam Kebakaran
- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA
- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANAN TERP
KOTABITUNG [+ ||




LAMPIRAN XXIII' : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026
TANGGAL : 01 JULI 2026
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN
PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ik wn e

Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah

PERSYARATAN

- Scan KTP Pemohon

- Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

- Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

- Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri
- Scan ljazah Terakhir

- Scan Pas Foto Warna (latar biru)

- Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
- Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

- Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

- Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

OPD/Tim Pejab K I

Teknis fungsional | Bidang Dinas

no. uraian Pemohon output

Ket.

1 |Pemohon
- Mendaftar/Reqgistrasi Akun Pemohon Aplikasl SICANTIK Cloud
- Permohonan Jenis Izin

- Mengungah Persyarztan

2 |OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap
Lengkap

3 |Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Vverifikasi Izin

3 |Kepala Bidang
- Penetapan Izin
—

4 |Kepala Dinas
- Tanda Tangan serufikat Elektronik (BSrE)

5 |OPD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandirl)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

> PEMERINTAH KOTA BITUNG afbes
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PELAYANAN TERPADU SATU PINTU bitung
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SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

Nomor

Bexiasarken Peraturan Merted Kesehaten Reputik Inconesia No. 20 Tahun 2018 tentang kein
Dan Penysenggasaan Prakilk Terapts Gig: Dan Muul, Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan
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KEPALA DINAS PENANANAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU AINTU KOTA BITUNG

MENEE SKAN 121N KEPADA
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Aairal
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SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANAN TERP
KOTABITUNG [+ |

AMAN MODAL
DU SATU PINTU




LAMPIRAN XXIV KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026
TANGGAL : 01 JULI 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

KERJA TEKNISI PELAYANAN DARAH

STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA TEKNISI PELAYANAN DARAH

DASAR HUKUM

vk wnN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)
Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

Uraian

Pemohon

OPD/Tim jab

K I

Teknis | Fungsional

Ridang

Dinas

Output

Ket.

Pemchon

- Mendzftar/Registrasi Akun Femohon
- Permochonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

o pE—————

idak Lengkap

Lengkap

Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri}




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG 2§(]’y c

DINAS PENANAMAN MODAL DAN g °g

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU bitung
[

11 P Toviaarical S e e M Ko E gy 54 TabS s (41 2711151

SURAT IZIN KERJA TEKNISI PELAYANAN DARAH
INOWIOF + cxtavs s sk i i v

Berdasaken Pesmtwan menten kesehatan R Ak Indonesia Nomor €1 Tahun 2015 tentang
sardar pelayaran vansbsi darah, Rekomendasl Kepala Dihas Kesehatan Kota Situng
Nomor

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

MENBERIKAN 12N KEPADA

Tempat { Tanggal Lahir
Alamet

Perdiikan

Sarana Tempat Praktk
Alamet Tempat Prakiic
Neo. 8TR

STR beslaky sampal

Surat (2in Praktik ini beraku sampsi Sengan ...........c..cocciins cevnas

Brung. 5
KepalaDinas,
it Bacuds OR
% {Tanda Tangan Elekt oni)
I
lrslenne P.E So0dakh VAP
NP1 9690108 199603 2001

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi
- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

AMAN MODAL

JEANNE PJNGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XXV KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026

TANGGAL : 01 JULI 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN
PRAKTEK PROMOTOR KESEHATAN

MASYARAKAT

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK PROMOTOR KESEHATAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM

e wN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

PERSYARATAN
- Scan KTP Pemohon

- Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan

- Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

- Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

- Scan ljazah Terakhir
- Scan Pas Foto Warna (latar biru)

- Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
- Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)
- Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
- Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

No. Uraian

Pemohon

OPD/Tim
Teknis

= h

K I

Fungsional

Ridang

Dinas

output

Ket.

1 |Pamochon

- Mendzftar/Registrasi Akun Femahon
- Permchonan Jenis Izin

- Mengungah Fersyarstan

Aplikasl SICANTIK Cloud

2 |OPD{Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

o pe=———

idak Lengkap

Lengkap

3 |Pejabal Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

3 |Kepala Bidang
- Penetapan Izin

4 |Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSre)

5 |oPD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG ,’Si‘t,;

DINAS PENANAMAN MODAL DAN H?{f{ﬁé

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU bitung
% .

I T Taate el Gaom aviac. W e ks § g SECATl 5 4 22301

SURAT IZIN PRAKTIK PROMOTOR KESEHATAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Merterl Kesehaten Repudlk Indenesia Nomor : 44 Tahun 2018
Tentang Malele Tenaga Kesehatan Indoresis (MTKI), Rekomendsal Kepala Dinas Keeahatan
T N

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

VEMBERKAN IZIN KEPADA :

Tempat ¢ Tanggal Lang
Atamat

Pendidikan

Sarara Tempat Prakik
Alamat Tempat Praktik

No. STR
STR bersku samps
Swrat lzin Praktk b bedaku sampel dergan ...

Stung,
KapaiaDinas,

Bascoss OR
4 (Tands Tangan Elekironk)
4

1. Joano P.E Sondakh, MAP
NIP.1 9560108 196603 2 001

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- Jika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

AMAN MODAL

JEANNE PJNGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XXVI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 V1112026
TANGGAL : 01 JULI 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

PRAKTEK TEKNIS ELEKTROMEDIS

STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS ELEKTROMEDIS

DASAR HUKUM

Lk wN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon

Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)
Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir

Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)
Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)
Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)
Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur
it Ket.
Ho. Uraian Pemochon OPDIT"“ Pe]a_bat K:apala Kn?pala Output
Teknis Fungsional | Bidang Dinas
1 |Pemohon
- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon Aplikas! SICANTIK Cloud
- Permohonan Jenis Izin
- Mengungah Persyarztan
Tl
[]
2 |oPD/Tim Teknis H —
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan :
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas o o o e
Tidak Lengkap
Lengkap
3 |Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan —
- Verifikasi Izin
3 |Kepala Bidang
- Penetapan Izin
m—
4 |Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)
5 |OPD/Tim Teknis
- Penyerahan 1zin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG ‘,‘,g?i’&g
DINAS PENANAMAN MODAL DAN Fv&f&

PELAYANAN TERPADU SATUPINTU  biting

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS ELEKTROMEDIS

NOmor e

Bergasankan Pamim@n Nanken Keseh atan Repunik ingonesta Nomar 45 Tahun 2015 tentang 1an Dan
Perysenggaaan Pralik Eekromeds. Rekomendasi Kepale Dines Kesehalen Ko Stung

KEPALA DINAS PENANANAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

MEMSERIKAN IZIN KEPADA

Tempat / Tanggal Lahir
Aarmar

Pendickan

Sarana Tempal Praktk
AMlamal Tempat Praktk
No. 8TR

STR bedakusampal

Surat 120 Prantik Bektiomedis i beraku sampal dengan

K palabinas,

Fota Barcooe QR

(Tands Tangan Elekbonik)
ixa

le_leane 2 E Sondakh, MAP
NP 16650108 199603 2 001

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ

AMAN MODAL




LAMPIRAN XXVII KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 /V11/2026
TANGGAL : 01 JULI 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN

KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN

STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN

DASAR HUKUM

Lk wN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

PERSYARATAN

Scan KTP Pemohon
Scan Rekomendasi Dinas Kesehatan
Scan Surat Tanda Registrasi (STR)

Scan Surat Keterangan Tempat Praktik / Pernyataan untuk praktik mandiri

Scan ljazah Terakhir
Scan Pas Foto Warna (latar biru)

Scan Sertifikat Kompetensi (untuk pengurusan izin pertama kali, dan tidak perlu SKP)

Scan Barcode SKP (jika perpanjangan)

Scan SIP Pertama (untuk pengurusan SIP berikutnya)

Scan Surat Permohonan/Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

Uraian Pemohon

OPD/Tim jab.

Ki I

Teknis rungsional

Bidang

Dinas

Qutput

Ket.

Pemohon

- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon
- Permchonan Jenis Tzin

- Mengungah Persyarztan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

Tidak Lengkap

Lengkap

Fejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

(=

Kepala Bidang
- Penetapan Izin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OPD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Femohon dapat mencetak secara mandiri}




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG adflig
'/ DINAS PENANAMAN MODAL DAN %@&
PELAYANAN TERPADUSATUPINTU b

bitung
00 A D g N b i 51 .

SURAT IZIN REFRAKSIONIS OPTISIEN

Berdssarkan Persturan Menteri Kesehstsn Republic Indonesia Nomor @ 19 Tahun 2013 Tentang
S elnagaah Pakerash Hettalaons Untisien Uh Dptometris. REKGTEndasi Kealy Dinas Kefohas

= situng Homor : Hizn_no_rekomengasi
s s

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Pendidikan

Saranal empat Praktic

Neo. 5TR

STR bk 3400

Pasphoto

45

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi
- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

AMAN MODAL

JEANNE PJNGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XXVIII KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 /V11/2026
TANGGAL : 01 JULI 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN
OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DASAR HUKUM

Lk wnN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.

PERSYARATAN

Fotocopy KTP/NIK Penanggungjawab
Rekomendasi Dinas Kesehatan

STR Penanggung Jawab
Profil Puskesmas

Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Dokumen Self Assesment (umum)
Surat Permohonan / Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur
it Ket.
NO. Uraian Pemohon OPD;T'm Peja ba t Kfapala Ke_pala output
Teknis Fungsional | Bidang Dinas
1 |Pemohon
- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon Aplikasl SICANTIK Cloud
- Permchonan Jenis Izin
- Mengungah Persyaratan
i
1
2 [OPD/Tim Teknis i —]
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan :
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas b
Tidak Lengkap
Lengkap
3 |Pejabat Fungsional Pelayanan Perizinan —
- Verifikasi Izin
3 |Kepala Ridang =
- Penetapan 1zin
mmm—
4 |Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)
5 |OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Izin
(Pemohon dapat mencetak secara mandiri)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG ;&?j%
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 5%
_PELAYANAN TERPADU SATU PINTY  Bifune

SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NOMOT oo

Keadhatin Repabiic

, Peratunn i Kes éhalan Repubils heoesia
bt Sank, Keputusen Merier Nesehatan Requoi lndoses la Nomos
St Gmeutn MMEGLX, KU Kepilh D Keduun foe Susg

i s Fuman Sawt
pasvat

Nama Paaengoung jawen
1260 Belaku SAMOS 0€ngEn

DENgEn ket sen S358531 et |
1L Ruma Sea

PR PeaNCHIE-a: g yeng Dendu

20 Merted Kasahatan 71 Nomor 147 Tahun 2090 Tantirg

et Reputk leanassia Nomer 340 Tshua 2610 Tantsng

L KosSias Fumab SeMt, Kepetenan Manter Kes chamn Republix [adonesia Noevse 43 Tahun 2019 Tentarg
Pasat Cesebanan Masya ket Keoutiman Kegala Dinas Kesehatan Hola Fiieg

BRI 26 s s g e ioid b
KopalaDinas,
Bercode QR
(Tanda Tangan Flskimnit)

1 Mae

P,
NIP. 19550108 199603 2 001

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan

- Memahami tupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN'TERPADU SATU PINTU
KOTABITUNG [+ ||

JEANNE PJNGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XXIX KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 /V11/2026
TANGGAL : 01 JULI 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN
OPERASIONAL RUMAH SAKIT

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

DASAR HUKUM

vk wnN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Fotocopy KTP/NIK Penanggungjawab
Rekomendasi Dinas Kesehatan

STR Penanggung Jawab
Profil Puskesmas

Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Dokumen Self Assesment (umum)
Surat Permohonan / Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

NO.

uvraian

OPD/Tim

Pemohon Teknis

Pejabat
Fungsional

Kepala
Bidang

Kepala
Dinas

output

Ket.

Pemohon

- Mendaftar/Registrasi Akun Pemohon
- Permohonan Jenis Izn

- Mengungah Persyaratan

Aplikasl SICANTIK Cloud

OPD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

idak Langkap

Lengkap

Fejabat Fungsional Pelayanan Perizinan
- Verifikasi Izin

[

Kepala Bidang
- Penetapan 1zin

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertfikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Pemohon dapat mencetak secara mandir)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

PEMERINTAH KOTA BITUNG aslee
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  Zag5%
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  ®ifung

AnFaeTertmrrel Sege arecaTuatAs i K2 Dby STATISES ex (08 222 v,

SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Nomor

Bentasanan Undang-UNeang Nemes 36 Tarun 2000 12e13ng KESSIWAN. PRairs Mened Kesenatsn R otk

Stencar Prlayarnan Minkmal Rumsh S Kepuusm Kepas Dinas Keschalan Koz Stung

B S
KapalaDinas,

Barcode OR
{Tanda Tangan Slekironi)

1 Joans P, wap
NIP. 19690108 199593 2 001

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN
- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang

JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP




JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN'TERPADU SATU PINTU
KOTABITUNG [+ ||

JEANNE PJNGKAN ESTHER SONDAKH




LAMPIRAN XXX KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG
NOMOR . 570/SK-DPMPTSP/ 25 /V11/2026
TANGGAL : 01 JULI 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN IZIN
OPERASIONAL KLINIK

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL KLINIK

DASAR HUKUM

vk WwWwN e

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.

6. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 4);

7. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

8. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

PERSYARATAN

Fotocopy KTP/NIK Penanggungjawab
Rekomendasi Dinas Kesehatan

STR Penanggung Jawab

Nomor Induk Berusaha (NIB)
Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Dokumen Self Assesment (umum)
Surat Permohonan / Pernyataan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Uraian Prosedur

NoO.

OPD/Tim Pejabat Kepala Kepala Ket.

Uraian Pemohon Teknis Fungsicenal | Bidang Dinas Output

Pemohon
- Mendaftar/Reqgistrasi Akun Pemohon Aplikas! SICANTIK Cloud
- Permchonan Jenis Izin

- Mengungah Persyaratan

OFD/Tim Teknis
- Memeriksa Kelengkapan Persyaratan
- Membuat dan Verifikasi Rekomendasi Dinas

pm—————)

Tidak Lengkap
Lengkap

Pejabat Fungsional Pelayanan Ferizinan
- Verifikasi Izin

Kepala Bidang —_—
- Penetapan 1zin
—

Kepala Dinas
- Tanda Tangan Sertifikat Elektronik (BSrE)

OFD/Tim Teknis
- Penyerahan Tzin
(Pemohon dapat mencetak secara mandirl)




JANGKA WAKTU PELAYANAN
3 (Tiga) Hari Kerja

BIAYA
Tidak ada biaya / retribusi

PRODUK LAYANAN

3

PEMERINTAH KOTA BITUNG 08
DINAS PENANAMAN MODAL DAN 050

[

/. PELAYANAN TERPADU SATUPINTU __ biis

jzin

Fersuren Werlsr Kes=hatan Repagik Indonesis Homor 14 Tabun 2021 =ntang Standar kegiztan Usahs dan Prodek
pads fenggarasn @ berbasis Risi Hezebaian, Rekomendasi Kepsa Danas Kesehal

3 [hnas Pananaman Keosl Dan Palysnsn Terpadu Sam Fin Kot Brung mamesiias n Gk eeada

Bitung, tanggal_bitan_tahun
Kepala Dinas,

SARANA DAN PRASARANA
- Meja, Kursi

- Komputer / Laptop

- Scanner / Alat Pemindai
- Printer

- Kertas, Pinsil, Pulpen

KOMPETENSI PELAKSANA

- Memahami aturan dan proses yang mendasari pelayanan perizinan
- Memahamitupoksi

- Menguasai komputer minimal program Ms. Word, Exel dan Power Point

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik yang dilakukan secara berkala setiap minggu,
rapat evaluasi setiap bulan dan rapat sewaktu-waktu terkait kondisi

- Pengawasan langsung diruang pelayanan maupun pemantauan lewat CCTV

- Kepala Bidang Pelayanan Perizinan melakukan verifikasi dan rapat dengan Tim Teknis serta melaporkan
kepada Kepala DPMPTSP

PENANGANAN PENGADUAN

- lJika prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilkan akan mengalami banyak kelemahan
- Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder

JUMLAH PELAKSANA
- Petugas Help desk, Front Office, dan Back Office berjumlah 12 Orang




JAMINAN PELAYANAN
- Pakta Integritas untuk semua Pegawai DPMPTSP

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN
- Petugas Keamanan

- Alat Pemadam Kebakaran

- Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan kinerja para pelaksana dilakukan 2 (Dua) kali dalam Setahun,
untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja dan mutu pelayanan yang lebih baik dimasa mendatang

KEPALA DINAS PENZ
DAN PELAYANA
KOTA BITUNG

AMAN MODAL

JEANNE PJNGKAN ESTHER SONDAKH




